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bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1)
dan avat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18
Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyvelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar telah
membentuk Panitia Khusus pembahasan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj| Bupati Kampar
Tahun Anggaran 2023;

bahwa sesuai Pasal 20 ayat (2] Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dewan Perwalilan
Rakyat Daerah memberikan rekomendasi kepada
Pemerintah Daerah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana hurufl a
dan hurul b diatas, perlu menetapkan Keputusan DPRD
Kabupaten Kampar tentang Rekomendasi terhadap
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj] Bupati
Kampar Tahun Anggaran 2023;



Mengingat

=

Undang-undeng Nomar 12 Tahun 1956 lentang
Pembentukan  Dmerah Otonomi Kabupalen  dalam
Lingkungan Propinzi Sumatera Tengah (Lembarun Negara
Republik Indoncsia Tahun 1956 Nomer 23):

Undanp-uralang  Womor 28 Tahon 1999 tentang
Penivelenggarasn Negara vang Bersih dan Bebas  dar
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme [Lembaran Negara Repulihk
Indonegia tabhun 199% Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 385211,

Undang-undang domor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Nepara [Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003
Yomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undanp-undeng MNomor 1 Tahan 2004 tentang
Perbendabiaraan  Negaraga  (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nometr 5, Tamberhan Lembaran
Mecara Nomor 4355];

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan
Pengelulaan dan Tangpunmawab  Keuangan  Negara
iLembaran WNepara REcpublik Indonesia tabun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Nomaor 1100];

Undanpg-undang Komor 25 Tahun 2004 tentang Sistemn
Perencanean Pembanganan Masional (Lembaran  hegara
Republik Indonesia tshun 2001 Nomor 14, Tambabat
Lembaran Negara Nomaor 4421),

Undang-undang Nowmor 33 Tahun 2004  tentang
Peritmbangan Keuangan antera  Femenntah  Fusat dan
Perneriniaiy Daerah  {Lembaran Negara Repubhik [ndonicsia
wahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran vcpara Nomnt
4433);

Undang-undang bNomor 25 Tahun 2009 entang Pajak
Daerah dan Retsibusi Uaerah (Lembaran Negara Republik
ledonesia Tahun 2009 Momor 1.3, Tambahan Lembaran
Mepara Moo 5049,

Undang-undaty Momor 12 Tabun 2011 entang
Pembentukan Peraturan Perundasng-undangan  [Lembaran
Negara Republis Indonesta  tahun 2011 Nomor 52,

Tambahan Lembaran Negara Eepuhk Indonsesia Nomor

o234},



10,

11

12

13

14.

Undang-undang Nomeor 17 Tahun 2013 teatang Majelis
Fermmusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwaldlan Daerah dan Dewan Perwgkilan Rakwval Daerah
[fembaran Negara Republik Indonesia tanun 2014 Nomors
182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9568) sebagaimana
telah 1liubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014
enlatng Perubaban atas Undang-undang Somaor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Hakvat, Dewan
FPerwzlilan Rakyat, Dewan Perwakilan Thaerah dan Dewan
Perwaldlann Rakyat Daersh {Lembaran Negara Republik
indonesia tzhun 2014 Nemeor 353, Tambahan Lembaran
Megarn BRI Momor SBG0);

Undang-undang Meingr 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daecrah  [Lembaran  MNegara  Repulilkk
[ndonesia Tahun 2014 Noemor 244, Tambahan Lembosan
Negara Fepullk Indonesia Nemor 5587) schagaimana telah
diubah beberapa  kali, lerakhir dengan Undang-undang
womar 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Deerah
[Lembararn Negara Repubdik Indonesia Tahun 2015 Nomor
55, Tambahan Lembaran Nepars Eepualik Indonesia Norooe
2679,

Peraturan Pemenntah Nomos 200 Tahun 2001 tentang
Pembinaan atas Penyelenpgaraan FPementitah  Daerah
iLembaran Megara Bepublik Endonesia tabhon 2001 Nomor
A1, Tambahan Lembaran Negara Nomar 405910,

Peraturan  Pemerintah  Nomor 8 Tahun 208 leolung
Tabapan, Tara {Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evalussi FPelaksanasn Rencana Pembangunan Iaerah
|Lembaran Megara Repuplik Indonesia Tahun Z008 Nomor
21, Tamhahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Ninmur 4317);

Peraturan Pemeriniah Notmor 18 Tahun 2017 tentang Tlak
Kewangat: dan Administratif Pimpinan dan Anggols Dewan
Perwakilan Rakyal Daerah {Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2017 Nemor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Idonesia Nomor 6057,

Peraturan  Pemerintah Momor 12 Tahun 2013 tentang
Fedoman Penyvusunan Tata Terrib Dewan Perwakilan Eakyat
raerah [rovinsi, Kabupaten cdan Kota (Lembaran Negara
Repuhlik indonesia Tahun 2018 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Hepublik Idonesia Nomor 6197);



Memperhatikan

Menctapkan

KESATU

KEDLEA

16, Peoraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tabun 2005
tentang  Pembentukan Produk Hukum Daerah  [Berila
yegara Republk Indonesia Tahun 2013 Nomot 2036
schagaimana telah divbah dengan Peraruran Menteri Dalam
Negeti Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubmhan Atas
Paratiuran Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tabun 2005
tentang Pembentukan troduk 1ukum Daerah;

{7, Weputusan OGubcrmur Biau Nomor KPis. 909/l 2014
tanggal 21 Agustus 2019 tentang Meresmiarn Pemterhentian
Anggota Dewan Perwakilan Rakyal Baeral kabupaten
Kampar Masa Jabatan 2014-201% dan Percsouan
Pengangkatan Anggota Dewan Ferwakilan Makvat Daerab
Kabupaten Xampat Masa Jubatan 201 9-2024;

18, Keputusan Gubernur Fiau Nomor ! KPts 1071/ 1x /2019
tanggal 25 September 2019 tentang Feresrmian
Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah
Kabupalen Hampar Masa Jabatan 2019-2024;

19 Peraturan Dacsrah Babupaten Kampar Hamor 2 Tahun 2017
tentanp Hak Keuangan dan Adrministratif Fimpinan dan
Angegota  DPRD Kahupaten Kampar (Lemnbaran Dasral
Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomer 2,

20 Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2023
rentang Tata Tertic DPRD Rabupaten Kampar [Berita
Naerah Kabupaten Kampar Tahuan 2022 Nomor alh;

Laporap Panitia Khusus I dan Panitia Khusus 00 tentarng
Laporan Keterangan Pertangeumnjawaban (LKPj| Bupali
Kampar Tabun Anggeran 2023 dalamn rapal Parijpurna
LIFRD Kabupalen Kampat pada tanggal 13 Mei 2024,

MEMITUSKAR

Rekomendasi Dewan Perwakilan BRakvat Daerah Kabupalen
Kampar terhailap Laporan Keterangan Pertanggunyjawban (LEKF]|
Hupatt Kampatr Tahun Anggaran 2023,

Rekomendasi Dewan Perwekilan Rakyat Dactah Kabupaten
Kampar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
merupakan lampiran yang tidak erpisankan dar keputusan in,



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten
Kampar sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berupa
catatan-catatan strategis vang berisikan saran, maksud dan
tujuan atau pun koreksi terhadap pelaksanaan penvelenggaran
Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun  anggaran
sebelumnya, sebagaimana tercantum dalam laporan Panitia
Khusus Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten Kampar
vang disampaikan pada rapat Paripurna pada tanggal 13 Mei
2024,

Catatan-catatan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA
disampaikan kepada Bupati Kampar, untuk perbaikan dalam
penyelenggaraan Pemerintah Daerah kedepannya;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 13 Mei 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEAMPAR



L:Eumpirm1 - Keputusan Dewan erwalilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar

Nomar C Kpta 2 1HPRD SV 2024
Tangsai + 1.3 Mei 2024
Tentang . Rekomendasi Dewan  Perwalolan Rakyat

Dasrah Kabupaten Kampat terhadap Laporan
Keterangan Pertanggunjawaban [LKP)] Bupat
Kampar Tahun Anggaran 2023,

1. PANSUS 1 BIDANG PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

A. Pendahululan

Diantara kewsjitmn kepala daerah  berkenaan laporan dan evaluaai
penyelenggaraan pemcrintahan daecah adaiah menyampaikan Laporan
Keleranpan  Peroangguangawaban  (LKRJ) wepada  Dewan Perwaliian
Rakvat Daerah [DPRIY. LKFJ merupskan laporan vang memual basid
penvelenppaiaan LFUHATE prrmeritanan yang e VallgE Lt
pertanggungiawaban kinera vang dilaksanakan eleh Pemerintah Daersb
selama L |saty] tahun anggaran, Kinerja yang dimaksad adalah hasil
kerja dar sualy keluaran yang dapal diukur dalam penyelenggaraan
uTusHT pemerintahan scsual dengan tanggung jawab kewenangan dalam
waktu vang celah ditentukan.

Mengutip Pusal 207 Undang-Undang Pemerintahan Dacrah, bahwa
pervampainn LKPJ oleh kepata daerah  kepada TDPRD merupakan
chierdara bentuk pém'ujuda.n hubunpan kemitraan vang sejajar pada
tatanan hubunean kerja antara DPRD den kepala daerah. Sclanjutnya,
sebapaimana diatur di dalam Peraluran Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 rentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran 'emerintah Daerah
juncto Peraturan Menterd Dalam Negeri {Fermendapri) Nomor 18 Tabuno
120 wentang Peraturan Pelaksanaan Persiuran emenntah Nomor 13
Tahun 2009 lenfang Leporan dan Evaidasi Menyelenggaran Pemusintan
Dmetal, hahwa pembahasan LKPJ oleh Dewan Perwakilan Fakyat Daerah
iDPRL dilakukan dengan memperhatikaﬁ capaian kinerja program dan
kegintan; werla pelaksanaan peratutan daerabh dan/ateu  peraroran

kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemetintahan deerah.



Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, DPRD menerbitkan
rekomendasi sebagai bahan: (a.) penyusunan pereéncanaan pada tahun
berjalan dan tahun berikutnya; (b.) penyusunan anggaran pada tahun
berjalan dan tahun berikutnya; dan (c.) pényusunan peraturan daerah,
peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.

Kita tentu sangat berharap, agar LKPJ Bupati Kampar tahun 2023 ini
disusun berdasarkan prinsip transparansi (keterbukaan dalam
pertanggungjawaban), akuntabilitas (laporan yang disampaikan dapat
dipertanggungjawabkan), akurasi (tepat dan benar), dan objektif
(mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau
pandangan pribadi). Peraturan perundang-undangan mengatur bahwa
setelah LKPJ) diterima, maka DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ
dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan; dan
pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Berdasarkan hasil
pembahasan LKPJ itu pula, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
memberikan  rekomendasi  sebagai  bahan dalam  penyusunan
perencanaan pada tahun bergjalan dan tahun berikuinya; penyusunan
anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan penyusunan
Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan
strategis kepala daerah.
Koreksi Format Sistematika LEKPJ

Pansus | DPRD Kabupaten Kampar menilai bahwa masih ada yang
perlu dikoreksi dalam penyusunan Laporan Keterangan
Perlanggungjawaban (LKPJ) Bupali Kampar Tahun 20123, Pansus |
menilai bahwa dalam penyusunan LKPJ masih terdapat kelemahan-
kelemahan untuk dikoreksi dan diperbaiki pada masa mendatang.
Koreksi yvang diberilan tentu saja dimaksudkan sebagai kritik saran guna
lebih baiknya penyusunan LKPJ Bupati Kampar pada tahun-tahun
selanjutnya.

Kelompok kerja khusus penyusunan LKPj selayaknya lebih teliti di
dalam melakukan penyusunan dokumen daerah ini. Pada halaman-
halaman awal, misalnya, terkihat kekurangtelitian dalam penggunaan



dasar hukum. Schagian dasar bhukum yvang dijadikan sebagal rutukan
dalam LEFRJ Bupati Kampar Tahun 2023 ini sudah ada wang tdak
Iweclaku. Thantaranya adalah Undang-undang NWomor 33 Tahun 2004
teniang Perimbeangan Keoangan anles Pemerintaby Pusat dan
Pemerintahan Deerah (Lembaran Wegara Hepublik Indonesia Tahun 2004
Momer 126, Tambahan Lembaran MNegsra Repubhk Indonesits Nomor
4428) vang sudah dicabul dan dinyvalakan tidak beraku melalui Lndang-
Ntwlang Womor 1 Tahwun 2022 tentang Hubungan Keuanpan antara
Femerintah Pusat dan Pemerintah Dhaerabh (lembaran Negara BEepublik
[ndoncsia Tahun 2022 Nomar 4, Tambahan Lembacan Negara Bepualdik
(ndoneszia Nomor 6727) yane diteldapian dan diandanygkdn pacdd langgdi
05 Januan 2022,

Regulazi lainnya yang sudah tidak Derlaku adalah Peraturan
Pemenntalh Memor & Tabun 208 fenfang  Pedoman Evaluast
Panyelenggaraan Pemcetintahan Dacral (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahan 2008 Nemor 19, Tambahan Lembaran Nepara Republik
Imdomesia Nomor 4815], vang lelah hcabut dan tidak Devlaka melalin
Perdturan Femennotabh Momor £33 Tahuo 2009 tentang Laporan dan
Evaluasi Penvelenggaran Pemerintzhan Daerah [Lembaran  Negara
Republik lndonesia Tahun 2014 Nomar 52, Tambahan Lembaran Megara
Republik Tnclonesta Nomor 0323), vang diretapkan dan diundangkan pada
tanegal 13 Marmer 20719,

Selain itu, jupa ada Peraturan Pemenntah Nomor 7 Tabyn 2003
tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran licgara
Republik ludonestn Tafiun Z05 Nomar 20, Tainbaban Dernbardn egury
Republik Indonesia Nomor 4816] vang telah dicabut dan sudah adak
berlaliv melalui Peraturan Pemernniah Nemor 19 Tahun 2022 teprang
Dekonzentrasi dan Tugas Pombantuan {Lembaran  MNegara REepublik
(ndonesin Tahun 2022 Nomofr 122, Tambahan Lembaran Megara
Eepublik Indonesia Nomor 8794, yvany ditetapkan dan iundangkan pada
tanggal 09 MMei 2022

Korpkyl lainnve adalah berkenaan fonnat sistenratika penyusirarn

LKPJ Dupati Karapar Tabun 2023 Pada lataran teknis, foemat dan



sistematika LKPJ kepala daerah sudah diatur di dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penvelenggaran Pemerintahan Daerah. Sejatinya, LKFJ Bupati
Kampar Tahun 2023 disusun menggunakan format sistematika
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permendagri tersebut, vang
mana lampiran dimaksud merupakan bagian tidak terpisahkan dar
Permendagri Nomor 18 Tahun 2020. Dalam Pasal 17 dinyatakan bahwa
LKPJ disusun menggunakan format sistematika sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan
Peraturan Mernteri ini.

Berkenaan dengan LKPJ Pemerintah Kabupaten Kampar, Pansus |
melihat bahwa meskipun LKPJ telah mendeskripsikan sebagai laporan
keterangan pertanggungjawaban kepala daerah, namun secara umum
format sistematikanya masih memerlukan penyesuaian dengan Yang
diatur oleh Permendagri Nomor 18 Tahun 2020. Ketidaksesuaian dengan
format sistematika yang telah ditetapkan tersebut dapat dilihat dari
bentuk paparan narasi serta penuangannya dalam bentuk fabel-tabel
vang ditampillzan.

Di dalam LKPJ Bupati Kampar Tahun 2023 ini juga tidak diternukan
adanya pemaparan analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target
kinerja program vang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja. Padahal,
analisis dimaksud sejatinya merupakan bagian dari sub bab Capaian
Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Pansus | berpandangan, bahwa scharusnya pada penyajian solusi
dari permasalahan yang disampaikan di dalam LKP.J, selayakanya yang
disajikan adalah solusi dari permasalahan yang ditemukan ketika
melaksanakan kegiatan/program sebagai basis kinerja. Solusi yang
ditampilkan seharusnya merupakan jalan keluaer dan upaya-upaya yang
dilakukan oleh organisasi perangkat daerah dalam menyelesaikan
permasalahan yang dihadapi. Sehingga dengan demikian akan terjadi
sinkronisasi antara masalah vang muncul dengan solusi yang dikakukan.
Walaupun di sisi lain, tentu tidak menutup kemungkinan untuk tetap



.

dikemukalkannya permasatiahan yvang dibadapi dalam  pelaksansasan
prograrn, dengan memberiksn  tawaran  solusi darl permasalahan-
permasalah yang lidak dapat diselesaikan dalam tahun beralan,

Unruk itu, terhadap bentuk dlai formmat ssteiatika penvusunan LKEJ
Bupati Kampar pada tahun-tahun mendatang, Pansus | DPRD Kampar
menvarakan apgar dalam penvusunannya lebih menyeanaikan dengan
furmnal sistematika vang ditenfukan oleh regulasi vang mengaturmya.
Selam akan lchih memudahkan dalam penyusunan, hal demikian juga
akan  memudahkan dalam memahami perkemBiaogan kinerja
pemeriniahan  dalam  satu  tabun  anggaran vang  disajikan melalul

praparan naras beserta tabel-tabel vang divistakun,

Eekomendasi Pansus 1 DPRD Kampar
Setelah PFansus ! DPRED Kahmpaten Kampar melakukan pembahasan
LKPJ dengen memperhalikan cepaizs kinerja progrom dan kemetan,
sertp pelaksanaan peraturan dacrah dan, atau peraturan kepald daerah
dalam menyelenggarakan urusan pemerntahian daerah, maka Pansus [
memberikan rekomendasi yang naniinga merupakan behan untuk: (al)
Py LLSUTIED perencenaat pada tahiun Legalan dan tabun levkuloya; (o
penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tabun berikatnya; dan
ic.] penvusunan peraturan Gaerah, peraturan kepala dacrah, danfataw
kebijukun stralegis kepala daerah. Eekomendasi vang dimalsuod adalah
schagai erkur:
C.1 Rekamendasi Uruzan Pemerintabhan
Secara umum, Pansus [ menilai bahwa pelaksanaan fugas dalam
rangka pencapaan terean dan sasuran vang telah ditetapkan dalam
Rencana Pembanpgunan Daerah Kabupaten Kesmpar Tabun 20023-
2026, untuk tahun 2323 oleh Pemerintah Kabupaten Kampar sudah
berjalan dengan baik  Sehagaimang dimaklom, seaoai Peraturan
Bupali kampar Normar 9 Tahun 2022 tentang Repcana Pembangunan
[dacraly Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 terdapat 16 (enam
belaz) sasaran yvang telah dilelaphan. Mengecu kepada Penetapan
Kinerja. Tahun AnggéEiain 2023, menliks 21 (dua pulun satu) ihdaikator

sazaran, vang terdivt dari.



a 2 (dua) sasaran dengan 2 [(due) indikator kinega sasaran yang
dipunakan untuk misi pertums! mewwjudkan pembangunan nila
budayva masyarakat Kampar yang menjamin system benmasyarakat
dan bernegara untuk menghailaps tantingan global,

3. 2 [dua) sazaran dengan 4 {empath indikator kinerja sasarabn yang
diganakan wunluk misi kedua: meningkaikun kemmopuoan dan
mwraemen aparatur dalam mengelola asset daerah dan pelavanan
tnasvartakat;

£. 5 [hma) sasaran strategia dengan & (enam) melikalor kenerja sasararn
vang digunalcan untuk misi ketiga: meningkatkan koalivas sumber
daya manusie  yang  sehat, tast hukum, menguawe  dinu
pengetabuan, teknolopi dan berman, bertagwa vang berwawasan
lee deparn,

d 4 [empall sasaran dengan O femaml indikator RKinerja sasaran vang
digunakan untuk misi keempat: mengembangkan ekonomi rakyal
vang berbasis pada suinber deya lokal dengan orientasi pada
agribignia, agro  industi, dan  pariwisata  serta  mendorong
pertumbuhan mvestasi sccara terpadu dan terkait antara swasla,
magvarakat dan pemerintah yang berskala tokal, regonal, nesional
mz i internasional; dan

e. 3 |tga) sasuran tlengan 3 |hga) indikator kinetja sasaran vang
digunakan untuk misgi  kelima: mewujudkan  pembanguiian
kawasan scirmbang vang dapat menpads kualtas hadop secara
berkesinambungan.

Dari LKA Tahun 2023 vang disatnpaikan, terhifal peocopsiin
indiltator lonerja sasaran untuk mazing-maging  indikator  jika
dibandingkan anlara target denpan realisas pals indikalor sasacan,
untis tahun 20232 sebagian besar mencapai target. Babkon ada
diantaranya yvang melebihi tarpet. Walaupun ada juga diantaranya
vatg tidak tercapai realisasinya sesuai targef. Fada kesempatan ini,
Parsus | hanya akan memberikan cafatan catatan  eebagm
rekormendasi dalam urusan pemerintabhan terhadap sasaran indikator

vang lidak ercapal.



Drari dua indikzator dnerja sasaran pada meningkarnya efektivitas
dan efisensi manajemen pemerintahan, pada mist kedwa, lerdapal
indikator kinerja Siztern Akuntabililas Kinerja lnstansi Pemnenntah
(SAKIP yang tidak mencapil target, walapun menpalams petinghatar
ditandingkan whun sebelumnyd. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa
Kablipaten Kampar mempercich prediket B dengan nilal 62,55 dar
nilai vanp ditargetkan adalah BB. Tujuan evaluasi SAKIP adalab
untuk mengetahul sejauh mana akontalilitas kinerja mstansi
petmerintah dilnlesanakan dalam mendorong peningkatan pencapsian
kinerja wvang tepat sasuran dan berorientasi hasil {resuft ornented
governmenti.  Waiaupun nasi  cvaluasi menggambarkan  babwa
implementasi SAKIF sudah  baik terutama di sebagian unit kertja
datams, akan tetapi masih memerlukan perbaikan dan komitmen
dalam manajemen kinerfa. (eh karenanya, terhadap hal ini Panaus |
merelomendasikan  kepada Pemerintah  Kabupaten Kampar agac
melukukan perbaikan-perbaikan dan berkomitmen vang kuat dalam
mariejemen kinega peroerintahan daerah,

Hal menark terlhat pada  iedikator kinega  Indeks Sistem
Pemerintahan Berbasia Elektronik (SPBE). Target pemervintab daserah
untuk tahun 2023 hanya prediket C, dan terealias pada prediket [
denpan nidad 2390, Padahal mernang sudah saarmva penggunaan
teknolom  mformasi dan  komunikas: leteh  dikedepankan  dalam
pelayanan pemerintaban, Untuk itu, tacest predikel Indeks SPHE
Pemerintah Kabupaten Kampar pada tabun berilutnva mesti lebih
ehtingkatkan. Sebapnimansg dimakium, bahwe Sistem Pemenntanan
Berbagis Elakironik merupakan penyelengpgaraan pemerintahan vang
emanfaatkan teknologl  informasi dan komuoikasi antuk
meralerikan  lavanan pomerntahan, SPBE ditujultan untuk
mevujudkan  tata  kelola pemerintanan vang  bersih,  elektif,
transparan, Juan akuniabel serta pelavanan publik yang berkualilas
dan terpercava, SPRE member peluang untulk mendoroneg dan
mevdudken  pebvelenpearaan pemermuahan yang  lecbuka,

parusipatif, imowalil, Gan akuntabel, meningkatkan kolahoraa antar



matansi permesinlah dalam melaksanasan urusan  dan tugas
pemenntahan untuk mencapai  twjuan  bersama, meningkatkan
kualicas dan janpkzuan pelavanan publk kepadsa masvarakal luas,
date menekan iingkat penyaiahgunaan kewenangan dalam bentok
kolizsi, koou s dan nepotisme melalul pencrapan sistom pengawasan
dan penpaduan masyaraxat verbasis elektbronik,

Adanys lngkat capaian tidak mencapai target indikator kinerja,
jupa terlihar pada mist ketiga. Pada bagian sasaran meningkatnya
ltualitas dan tingkat pendididkan, terdapat dua indikator kinetga yangp
tidak menvapal targed. Yaity, mata-rata lams wekolah dan harapan
lama sekoidah, Targel B olabun 2023 unluk rala-rala Tama sekalah
adalah %33 tahun. Dar data yang dipaparcan, babwa angka rata
tata lama sekolah di kabuparen kampas tahun 2023 adelah 9,4
tahun, yang berarti eata-rata  peoduodok i Kabupaten Kampar
brereekotah sclama 9.4 tahun atail aetam dengan tamat kelas 9 SNP.
Sedanplan reglizasi harapan lams sekolah di Kabupaten Kampar
pada Luhun 2023 adalah [ 3.9 tabun dar target sebesar 14,02 talwan
Anpka ini menunjubkkan bahwa anak-anaic erosia 7 labun omemiiiki
harapan mencmpub pendidikan hingga Bploma | Harapaian lama
subolah yang persentage pencapaiannya di tahun 2023 mencapai
o7 0044 10k merupakan lama sekolah dalam hitunpan tahun yane
dibirspkan akan dirasukan oleh soak anak pada umuor tertentu di
tnasa mendatang.

Tidak tercapainva target indikator kinerga juga ditermukan pada
nusi keemnpel di DH@AT sHeETATC oemuronoys  bngkat kemnislaan,
Panda indikator kinerja persentaze penurunan tnekat kermskinan
vang ditargetkan 3,96% dan tercapai adalah 008%. Fata-rala
capalan sasaran menyrynnyg bngkal kemalkonan dengat mlar 1,25%
dengan  kategom tdak memuazskan, kondisi ind menggambarkan
bahwa secara umum indikater kinerja tidai mencapai target yang
memuaskan, Herkenpan hal imi. Pansuy [ merckomendasikan agar
Pomenneah Kabopaten Kampar melakukan bechrgal program untuil

mengatasi dan menckan angka kemiskinan, Berbagai faktor yang



menjadi simpul yang menghambat masyvarakat miskin untuk keluar
dari kemiskinanniya mestilah dapat diurai. Kebijakan-kehijakan nyata
dulam mengatasl masalah kemiskinan di Kabupaten kampar mestiah
dibeiat.

Pada misl kelima, juga terdapat 1 [satu) indikator kinega sasaran
vanp tidak mencapai targer, yakni pada sasaran meningkarnva
kesesuzian pemanfaatan  ruvane  sesual peruntukan. Dalam
pencapalan  sassaran ini, Pemerintah kabupaten  Rampar
inenggunakan persentase kesesuaian pemanfaatan mlang, sehagai
indilkator kinerja. Dari vang ditargetkan 80,42%., hasil yang tercapai
hanya pada angks 76,61%., Allboa, capaian larget adean 93,27%,.
Beberapa fakior penyebab tidak tercapainva adelab dikarenakan
helurn memadainva  kompelenst sumber daya  manusia,  belam
terbentuknva kerjasama antar instasel pemerintah dan swasta,
rendahnya kesmadaran  masvarakat  dalam  pemanfaatan  ruang,
minimnya dara dan informasi lerkait 1ata uang wilayah, dan
terbatasnva  forimm-forum  diskusi  schingpa  sulit meningkatkan
kompetensi sumber daya manusia di buiang tanah.

Serurd wmum, dengan memperbatikan capaian kinerja progrem
dan kegiatan pemenntahan yanp dikakdkan Petheringgh kabupaten
Kampar, Fansus | DPRD Kampar merekomendasikan agar Pemmennlab
Kabupaten Kampar melakukan penguatean-penguatan vang terukur
flaty dilakukan secara  sistematis  untuk terelazizasinva  TArgCt

pencapaian indikator kenera sesuai dengan yang ditargetkan,

C.2 Rekomendasl Uruzan Pendidikan
Pendidilian morupakan diantara vresan penrerimiahi wadil sang
herkatton demwan pelavessa daso. sy pelayanan publike unigk
memerifn  xebutuhan dasar warga negara. Dianalisis dari bRPS
Fupan #ampar Tabun 2023, sepertinya untuk perbaiksan dan
pembenaban urusan pendidikan eidak ada perkembangan vang
sipniikan, Masalab vang muncul dar tahan ke tahun letap same,

ditarnbah  dengan permasalahan-petmasalaban vang batu. Fada
rekomendasi LKF) tahun 2022 lalu, misalnva DPRD kampar



erienyvaml permasalahan pendikan yang kembali muncul di tahun
2022, Permasalaban yang Wembali ditermui pada LEPJ tahun 2022
laly  adsalah  terkait zparstur  protesional vaneg mash kuraog,
cereimiinys kwealbitas dan kuantitas tenags pendidik serta sistem
mangyemetl pendidikan dan pengawasan pendidikan vang lemah.
Permasalahan pendidikon yang sama, temyala kemnball terlibial pada
LKPJ Rupati Kempar Tshun 2023 ini, yaite: masih kuranpnya
aparatur vang profesional. masih rendahnya kualitas dan kuantitaz
tenapga pendidikan, maszih  icmahnys =istem  foandagermen dan
penpawasdan penvdialikan, masihy lerdapaiova aoak pulus sekalah
khasusiya iinpkat pendidikan mentenigah,

Faktor-laker tersebut menipakan falmor pentmg dan  sangac
lruszial daleam menentukan kwahtas pendidiken voemgp bouk,. Tam
Jumieu, Rkioc-Takior ini yang tak konjung lerselesaikan <dari ahun ke
tahun sehingga menjadi permasalohan klasik di bidang pendidilian.
Keadaan yang tak kunjung berubah i tentu menpmdikasikar
atlanya  sesuail vang sadah dalam pengelotaan pendidikan i
Waliupmien Kampar, Setain itu menunjukian adanyva kealpaan dalam
perencnaan  danfatau  pelalksanaan  programe-program di bidang
Pendidikan. Kondizi i fagi-lagi menunjukkan  jika  solusi
penvelesaian masalah bGdak dilaksanakan sepenuhnya. Oleh
karenanya kila mestilah mengarusutamakan perwujudan pendidikan
vanp berkualites di Kobupaten Kampar, Kitg mestlah mempersiapkan
generasi-generasl terbaik untuk kejayaan Kampar d1 masa depan.
Sebemaikan seluruh permasalahan di bidang Pendidilkan dengan
so]usi-=olust yang saneat memunglankan untdk penyvelesaiannya,

Permasaiahan pendudikan lainy: v Kabupaten Kampar
seiAgalmana clinhwkapkan di dalam LERT Bupali Kempar Tahun
2023 adelah masih kurangnya inventarisasi perngEalan situs-situs
uidarva dan belum optimalnya prosmost nilai-nilai budaya, sertg masih
lerbwmtasovd sarpna dap (rasarana seknolah i seliap  JemjAng

prendidikan dan pendiciiian uar Diass.  Fermassinhean i dapat



diselesaikan dengan perencanzan program dan kegiatan penunjang
guna lerstasinyn permasalah vang dimaksud.

Selain dipertukannya sarana dan prasarana pendidikan yang
songat lavek, Pansugs 1 TPRD Kampue jups  merekomendasikan
pecnajaman  pendidikan karakier pada  seluruh jenjang dan jenis
satuan pendidikan di Kabupaten Kampar. Penguatsno Pendidikan
harakter dilaksanakan melaluil pendekalan gunl dan sigws secata
langsung melalui kepgiaian infra-kurtkoler, ko-kurikuler, dan eksira-
kuriknler pada sstiap jenjang pendidikan, Sefain itu Penguatan
Pendidiken Karabkrer jupgs dapat dilaksanakzan medalon peredekalan
budaya Pendidikan lkarakter yang mengintcgrasikan nilai-nila
keapgaaman dengan kunkulum terutama kurkulum benmuatan lokal
schagal kewenangatn pernerintah daernh. Dalam tatanan beragama
dan budavanya, masyarakat Kampar sebenamiva memiponyan pormbax
karakter yang sangat baik. Sayangnyva, karakeer-Karakter jati divi nan
luhur itu sudah malai tergerus seiring 2aman,

{leh karenanyia, mengedepankon pendidikun kerakter merupalian
suatt  kehmrusan mutlak dalam membangun  karakler  penerase
Kampar. [Fendidikan  karakter mergpakan uwsaha  menanamban
pembrasan kebiasasn vane baik sehingga peserta didik mampu
hersikap  Jdan lertindak  bersandarkan nilai-nilai lubur untok
kepribadiannya, Disisil ladn, banyak pihak berpendagpat bahwa hasil
pendidikan  ferytama vang menyvangkut mora! dan okhiak sangat
memprihaiinkan. Pemerintah daerah sejatinya memastikan bahwa
Pendidikan  karakter szelaiu diimplementasikan di sckolah  dadarn
petgnatan karakter dengan lima mila gtama (integntas, religiusitas,
nagignalisme, kemandivian, potong rovong) hamslah tercermnin dalam
prilaku warga sckolah.

Sehagaiman dimaklur, dengan cird khas keatifan jokal vang
dimiliki aetiap daerah, menjadikan diantara alasan  sehingga
pemerintzh  daerah  dikerikan  kewenangan  weniuk  menelapkan
konkulum muatan lekal vang disesusikan denpan keanfan masing-
masing daerah. Kearifan lokal dan keunikan hudays sang dimillki



sotiap daerah memunghbinkan daerah mengembanghkan koribulum
bermuatan lokal bagi sekolah-sekolah di daerahnye. Untuk i,
xurikulom muatan lokal yeng menjadi kewenangan pemeringah
kabupaten (untuk tingket 50 sampai SMP)  tidaklah  sehatas
pengetahuan lwrkenaan adat, kesenian, kuliner trackosionl, teadis,
dan budara masvarakat Kabupatem Rampar. Tapi penyusunan
kurikulum hermuatan lokal it lehih mengarahkan siswa unnik
menamalkan keluhuran karakter negernya sebagai hagian  dari
karakter pribadinya. lendidikan  berbasis  karakier tfenfu  saja
mengedepankan pembentukan genorasi yang berilmu dan Berakhbik
rnalia.

Pansus 1 DPRD  Kampar juga  merekomendasikan  untuk
dilakukannya kerja sama dan  koeordmasi  antaraektor  dalam
pengelolaan pendidikan di Kabupaten Kampar. Hal ini sangat penting
dilakukan dziam penpu=tan karakter melaluy Profil Pelajar Pancasila
{PFP] Pelwjar Pancamla merupakan perwujudan pelajar lndonesia
sehagan pelajar sepanjang hayat vang memiliki kompetensi global dan
berperilabu sesuai dengan nofai-nilan Pancasila, dengan enam o
utama. yaitu- 1] kherman, bertakbwa kepada Tuban YME. dan
herakhlak mulia; (2) berkebinelkaan global; (3] berpotong rovone: [4)
mandiri; (5} hernalar kritis; dan (6} kreatif. Ketia suma dan kaordinasi
antarsekror  juge  sangat  dipevlukan  dalam pencegahan dan
penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidilkan, sekaligus
tentutiya termasuk dalam penuntasan tiga dosa pendidikan herupa

Per Uil uPATl, WERerHSn T aeicwani, dan nileierdnst.

C.3 Rekamandasi Urusan Kesehatan
Mendopatkan pelayanan keaeharan, merupakan hak
Konstirtusional selinp wargs negara dan menjadi bagian dars hak zaas
manusia. 'asat 28H avat [1) Undang-Undang Dasar 149415 menyatakan
bahwa, *setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan  batin,
berternpat Unseel, datr mendapatkan lingkungan hidup vang baik dan
gebal serla berhak mempercleh pelayanan keschatan.” Sehagai bagian



dari hak konstitusional, maka memperaleh pelayvanan kesehatan
merudakan hagian dan bentuk jaminan terhadap habk flundamental
vaneg dijamin oleh Kotstiodsi, Pelayanan Kesehatan adalah sepala
bentuk kKegiatan cdany  aldr ssedngiaEn kegiatsan pelaysenan vang
diberkan secara langsung kepala perseorangan atau masvarawkat
untuk memelihara dan meningkatikan derajat kesehatan masyvarskat
dalam bentuk promotf, preventl, kuratif, rehabilitatif, dan/atau
paliatil.

Keaetiatan sehagaimana didefinisikan di dalam Undang-Undang
Momeor 17 Tahun 2023 temtang Kesehmtin, wdalah kesdsan zehoat
senborgr, baik secara frsik, jlws, naopuil sosidd dan buban sckadar
terbehas dan penyakit untuk memungkinkannva hidup produkif,
Sedangkan upaya keachatan disrdkan sebagai sepala bentuk kepiatan
dan/atau serangkaian kepiatan yang dilakukan zecars {empelo dan
berkesinamibunpan untuk memclibara dan meningkatkan  derajar
keschatan masvarakat dalam bentak promotif, preventf, kuratf,
rehabslitatif, dan/ atau paliatdf cleh Pemenintah Pusat, Peowerinials
Duerady. dan fatan masyarakat,

Keschatan merupakan hak asasi manusia dan salabh safm unsar
kesejahieraan vang haruy diwwjudkan sesuad dengan tujuan negara.
Oleh karena 1L, selap kepiatan dan upaya antuk meningkatkan
derajat keschatan masyarakatb yang getmgp-tinggimys dilaksanakarn
berdasatrkan prinsip kesejahteraarn, pemerataan, nondiskriminatif,
pattigsipalif dan herkelanjutan, yang sangar penting artoiya bapi
pembentukan  surober  days  mEnusid imdonesia,  penifgicllan
ketahanan dan dava saing bangsa, serta nasional. Dalam tataran
berpemerintanan, urusan kesehatan merupakan diantara urusan
pemenntahan wajib vang berkaitan dengan pelagyanan dasar, vailu
pelavanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
Sebagal urussn pemerimtahan wajlh, maka & wagb disclenggarakan
oleh zeimua daerah.

D linghkup Pemerdniah Kabupaicn Kampar, organisasal peragiot
daerah [(2PD) yame menglrusi drusan Resehatan adalah Dinas



Kesehatarn dan Bumah Sakit. Umurn Daerzh {RSUD) Bangkinuang
sebugni fasilitas pelayanan keschatan pemeriniah daerah. Melihat
perjanjian kena Dinaa Kesehatan Tahun 2023, ada dua cakupan yang
menjadi sasaran strategis, yakni meninghiatnva muat pelavanan
kesehatam dan menuruokan angka kematian  den kesekilan.
Poanjian kerja tersebut tentunya ienmplemcetitasi dalam kegiatan
Dinas Keaehatan dan RSUD Bangkinang pada tahun 2023, Terdapat O
isembilan] permasalakan menurot LKFJ di bidang kesehalan, yaiue-
{1] pengelolaan pelavanan kesehatan thu kBamil; 2] pengelalaan
pelayanan  kesehatan bu  bersalin: (3 pengelolaan  pelayanan
kesehatan bavi bara lahir, {3 pengelolaan pelayanan  keschatan
Balira; {3 penpelolaan pelayvanan kesehalan pade usea lanjur; (6
pengclolaan  pelayanan kesehatan pada penaenta hipertenais (7]
petigelalaan  pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; (8]
penpelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat:
dan (¥ pengelolaan peleyanan kesshartan orang terduga tuberklosis,
Nerbagai solusi yang terencana dan terukur iencu perlu dilakukan
thalam mengatasi berbapal permasaianan yaog muncul Moled dar
pencatatan, penyuluhan, cdukesi, somaliasi, advokast lavanan
kesehatan, penimgkatan kapasiias tenaga medis danfatau tenaga
kesehatan, keordi lintas sektor terkait, dan duliungan anggarmn,
Sudalh masanya pulzs, penvelenggaraan upava keszehatan oleh
Pemerintah Kabupaten Kampar dilakukan dalam bentuk pelavanan
lkezebatan dengan memanfRathkan  telekomunikasi dan  teknolog
homunikasi digilat untuk leiekenebmian dan ielewedisio. Bahkan
dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masvarakat
akan pentingmya gizl dan pengaruhnya ierbadap pemngkatan status
pizi pun, dapat diperoleh melalui lavamnan Telekesehatan, Untuk
difabiani, telekesehatan memipakan pembenan dan fasilitas lavanan
kesehatan, termasuk  keschatan masvarakat. layanan nformasi
kesehatan, dan  layanan mandin, melalui  telekormunikasi  dan
teknologi komunikasi  digited.  Sedangkar  deiemedisin adalkzh

pembenian dan [asilitasi layanan klinis melalti teiekomunikasi dan



teknologi komunikasi digital. Bentuk pelayanan kesehatan melalui
telemedisin, antara lain, Twerups asohan medis/klinis dan/ atau
lavaran konsultasi kesehatan  Menurut peraturan  perundang-
unlangan, fastlitas pelayvanan kesehatan dapat secara mandici depat
menyelenypurakan pelavanan telemedisin aiau bekerja sama dengan
penvelenpgura  sistem  elektronik wang terdaftar sesuar  dengan
ketentuan peraturan perutdang undangan. Sebapai bagian dartd
nptimalisagi penvelenggarann upaya kegehatan, Pansus I DPRD
Kampmr membetikan rekomendasi peraanifaatan telekomunikas: dan
lekrnalegi komunikast  digital  dsalam penvelenggaraan  upava
Leschisan oieh Pernerninluhn Kabupatesl Kanpar.

Pada urusan kesehatan, diantara kondisl vang meati dywaspadzo
adalah wabah dan kejadian Luar Diasa (KLG). Wabah [Penyakit
Menular yang otaux Wabah adalah meningkatnya kejadian laat hasg
ponyekic menular yang ditandai dengan jumiah kasus dan/ atau
kematian meningkat dan menyebar scvara copal dalam skala luas.
Sedarpkan kejadian luar biasa adalah meningkatnya  kejadian.
keaakitan, kematizn, danfatau kedisabibitasan akibat penyakic dan
masalah Kesehalan yang bermainag secara cpidemiolagis i suatu
daerah pada kurun waktu terfentu. Kemunculan wabah dan kLB
lazimnva tidak terprediksi. Cleh karenanya perlu adanya seranglaian
kegiatan sebapal sikap langeap menghadapi kemungkinan terjadinya
wahah., Kewaspadaan wabalhh merupakac serangkaizn  kematan
sebagai sikap tanggap menghadapi kemungkinan terjadinya wabah,
itiluik melindung masysrakad darl KLB dan wabah,

Permmeriniah Daerah bertanggung jawab melaksanakan kematan
kewaspadaan KLB atau wabah. penanggulangan KLE atag wabakh,
dan paszca-KLB atau wabah, Berkenagn dengan hal i, Pansus T
DPFRED Kamwar merekomendasikan apar Pemerintah Kabupaten
Kampar menyvusun program pencegahan dan penanggulangan dalatn
hal kejadian penyakit menular dan penyakit tidak menular tertentu
vang  menjadi permasalahan kesehatan masyarakac dengan

mempedomant pada krileria vang ditetapkan Pemerintah Pusat.



lrogram  penanggulangan penyakilt menular dan penangpulangan
penvakit tidek menular tertenta tersebut harus didukung dengan
penpelolaan yang  melipati penstapan target da straceg
penanggulangan  dan  penyediaan sumber dova yang diperiokan.
Kareta memang, selain Pemerintah Puzat, Pemenntabh Daerab juga
bertangeung jawab dalam menyelenpgarakan kegiatan kewaspadaan
KLE atau wabah, penanpgsulangan KLB atau wabsh, dan pasca-kLB
atall wabah.

C.4 Rekomendasi untuk Mitra Pansus |
Selanjutniva, Pansus | DPRD Kampar dengan ringkas membenkan
rekomendasi terhadap objek mitra Pansus | sesuai pembahasan rang,
dilakukean, yaitu;

a. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olabhraga

1. Masih banvak Lkepata sekolah dibawah naungan Dinoas
Pendidikan Kepemudaan dan Clahraga yang betum definitive.
Untuk itu direkbomendasikan untuk  sepera nendefinitifikan
kepala sekoizh vang penpangkarannya sesual dengan keteptuan
peratiran perundang-undangan vang berlaku.

2 Berkenaan pembayaran honor iniensil guvu Pendidikan Dinyah
Takmilivah Awaliyuh (PDTA] dan puru  Madrasah Dinivah
Tawmiivah - Awaliyah (MDTA] hampir senap tahun tegadi
permasalahan. Fade tehun 2024 kembali terulang. Pansus |
DPRD Kampar meminta agar Dinas Pendidikan Kepemudaan dan
Qtahrega Hubupslen Kampar segers meiakukan pembayaran.
Kalau [hsdikpora tidak mampu mengetolaoya, Pansus [ DPRD
khampur merekomendasi agar penpelolaannys ditakukan melahu
Bagisn Kesejahterasn Rakyat Sckrctariat Daerah Kabupaten
Kampar.

3. Dinag Pendidilkan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar
dirskomendasikan untuk berkoordinas dan hekerjazama dalam
nencegahan dan penanggulangan “lga dosa pendidikan” yailu

perandungan, kekerasan s2kaual, dan intoleransi.



4, Dinas Pendidikan Kepemudaan dat Qlahrags Kabuparen Kampar
cirekomendasikan unfuk mcmastikan berlangsungnya
penparusutamaan peonguatan pendidikan karakter dv scluruh
guruan pendidikan dalam ruang Lnghuf kewenanpa iy,

5. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Glahvaga kabupaten Rampar
direkomendasikan untuk  melalmlkan ophbmalisas dalam
mewlujudkan siswa siswa berprestasi. pemuda berprestasi dan

olahraga yang berprestas:

b. Dinas Kesshatan

1. Sangat diperlukan  optimalisasi penyvelenegaran  pelavanan
kesehatar di Pusat Kesehatan Masyaraliat [Puskesmas) sebagai
fasilitas  pelayenan  kesehatan  tingkat  pertama yang
menyelungparakan dan mengoordinasikan pelayanan keseliatan
promotif, preventif, kuradf, rehabilitetif, dun/ateu paliatif dengan
mengutamakars promotifl dan preventif di wilayah  kerjanyva.
Opticnalisaal ini termasuk denpan memlungsikan Teherapa
Puskesmas yang lelah selesai dibangun dan sudah dapat untik
difunpdilian. DHnas Reschatan Kabupaten Kampar
direkamendasilkar untuk memungsikan Puskesmas-truskesmas
yang sudah dibangun tersebuf, terutama Puskesmas Kuniu yang
juga sudah rersedia alal kesehatannya.

2. Dinas Kesehaton Kabupalsn Kampar direkomemdasikan untuk
menyosialisasikan  program Urdversal  Health  Covernge (WHC]
vang merupakan Jaminan Kesehatan Kampar Melaju [JEEM]
kepada masyvarakat serta memberikan kemudshan  kepadsa
masvarakat, ferutama  yaog  korang  mampu, dalam
PrTELRIsannya.

3. Perlu dilakukan penguatan pengadvokasian terhadap pemerinian
desa secara terpadu dan berkesinambungan sebagai bagian
upaya memelibara  dan meniﬁgkatka_n dersjat  kesehatan

magsvarakat pedesaan di Kabupaten Kampar.,



¢. Rumah Sakit Umum Daerabh [RSUD] Bangkinang

1.

walgupun pada tahun 2023 Rumah Sakit Umum Daerah
[R3UD) Dargkinang meraih akreditasi tingkat parimima dengan
rating bintang lhma sesuar Standar  Akreditasi  Bemenkes
iStarkes) vang diberikan oleh Lembaga Akredilasi Rumah Sakit
Indonesa |LAKS]) yanp ditunjuk cleh Kementenan Kesehatan
Republik Indonesia, namun RSULD Bangkmang mesti terus
memebuar herbapai inovasi dan terobosan-terobesan dalam hal
pelavanan  sebagai  fasilitas  pelayanan  kesehatan  vang
menvelenggarakan pelayanen keschatan peISEOTANgAN  SCCATE
paripurna melalul  pelayanan keschatan  promotif,  preventid,
kuratil, rehabilitatil, dan/ ateu paliatif dengan menyvediakan
pelayvanan rawat inap, rawat jalan, dat gawat darurat Lhantara
inovasi vang dapat dilakukan adalah  telemedisin, wakiu
permberian dan Maxilitasi layanan klinkes melabui teleckomunikas

dan teknologi kemunikast digital.

.Fansus 1 DPFRD Kampar merekomendasikan pihak R3IUD

Bangkinang wuntuk memfungsikan Gedung  barw RSUD

Banghkinang yung telah selesal pembangunannya.

Satuan Follsi Pamong Fraja

 Pemerintah Kabupaten Kampar dipandang periu memberikan

dukungan 'pengunggmmn yang cukup  secla pemenuhan
kebutuhan perzonel, sarana den prassoana, seita peninglatan
kualizas sumber daya manusia di Satuan Polisi Pamcng Froga
Kabupatenn Kampar guna menunjang kepiatan-keglalan
pperagional Satpol PP Kabupaten Kampar. Termasuk dengan
perigadaan kendaraan operasional patroli personel Satpol PP
untuk dipunakan berpatroli di tige jalur utama. Yaitu, masing-
masing sal unit kendarman operasional wintuk setiap jalur,
vaiti jalur Rantan Kampar Kicl, ._jalur Tengah {Tambang), dan

jalur Tapung,



2, Satpol PP apar melakokan koardinasi dan kerjasama linfas
sektoral dalam upaya menciptakan kondizsl dacrah yang tenteram
dan  tertib guna  tercegabnya  gangpuan  ketenternman dan
detertiban masyarakut sorta perugaian Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupall Kampar.

3. Baipol PP agar bersikap Ttesponsil terhadap informasi aan
termuan dalam bentuk apapun termasul dan tidak terbatas pada
xeramaian, kegiatan hiburan, dan penyvakit masyarakat yang
Terporens mengganggu ketenterarmnan dan ketertiban umum.

&. Dinas Bosial

L. Dinas  Sosial  RKabypaten Rampar direkomendasikan  uncuk
melalkukan pendataan danfatau pembabaruan data terhadap
Magvarakat kuratg mampu.

2, Direkomendasikan untuk membenkan banolan (sagd hati)
kepada Masyarakat yang terumpa mustbah, terutama musibah
kebakavan, Belama ini, Masyarakat korhan kebakaran hanya
mendapatkan bantuan ala kadar beripa tenda dan bahan tmakan
cepat sap. ke depannyn, dinarapkan Pemenmtabh fKabupaten
kampar melalui Trnas Sosial, selwlaknya depat memberikan
bantuan mimmal Epl0.000 000,00 [gepuluh juta rupials) untui
saty rumah yang terhakar,

. DPPKHEPF3A Eahupnttn Kampar
1. NPPKBPYA Kabupaten Kampar agar dapat menjalin koordinasi
dan Kerjasama lintas aektoral secara berkesinambungan dalam
upava pencegahan dan  penangeuiangan  terhadsap tindskano-
tirclakan dan/elau perilaku termasuk vang berpotensi untuk
tejadinva pelanggaran hak-hak anak di Kabupaten kampar,
diantaranva dan tidak terbatas pada eksploitasi anak, ondak
kekerasan rerhadap anak dan perempuan, ohiek eksploitasi
seksual terhadap anak, hteman traffckang,  serta undakan
dan/atau perilaku pelaneparan hukum lannya yang boriaitan

denpan peinlerilaysaAan prremposn dan perirdongan anak.



2. Perlu disiapkah rumah aman, mamah singgan, serla pengalaan
kendaraan  operasional  sebeagal  penunjang  pelaksanaan
progrtamkegiatean  berkenosan pemberdavaan Perempuan dan

perkndungan anak,

g. Dinas Kapsndudokan dan Pencatatan Sipil

1. Untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [Dsdukeapil
Kabupaten Kampar dirckomendasikan untuk segera dilakukan
penyclesalan gedung kantor Disdukeaml,

2. Sehagai wjung tombak dalam adminiatrasi data kependudukan,
Ninas Kependusdukan dan Pencatatan Sipdl Kabupaten Kampas
mesti memberikan pelavanan terbaik, mudah dan cepat kepada
masyarakat. THnas ini selayaknya melakukan berbagai inovasi
ilun terobosan dalam  pelayanarn publik. Diantaranya dengan
membangun sistemn aplikasi online untult berbagal layanan
administrasi kependudukan dan catalan sipil. Dengan dukungan
pelayanan aplikasi online, tentunya akan lebih efektif dan efisicn
gl Masyaralat dolam pengurusan administrasi kependudulian
sepeTtl karlu keluarga pindah datang, surat keterangan panidah
nenduduk, kartu identitas anak [KI1A], kartu keluarga (KK). dan
KTP-el. Dengan aplikasi online Masyarakat juga akan lebih efelkof
dan efislen dalamm metmpergleh admmistrasi berkenasan calatan
sipil seperti akla perkawinan, akta kelahiran, akta peroeraian,
dan akla kemet@an.

3. Untuk membanty meidyani admisieast kepecduduian
masvarakat Kabupaten Kampar, Disdukeapil direkemendasikan
untuk  memperbanyak  perekaman  di osetiap kecamalan.
Perekaman jupa dapat dilakukan secara mobile mengsunakan
kendaraan khusus untuk perekamnan denpan mendatangl sarana
publik, misalnya sekolah dan lain sebagainya.

4. Disdukcapil perlu melakykan inovasi dalam percepatan data
kependudukan  berkensan kelahiren dan kematian, sebhinggs

masyarakal suadah dapat mempunyai akta kelahiran dap akts
|

LS



kematian dalam dalam waktu relatif singkat scjak terjadinga
peristiwa  kelahiran atau kematian, Khuosus berkenaan akia
kematian, percepatan penerhbilan akta kematian dapat dilakukan
cengan membangun suatu siseem pelaporan doarl pemerintahan
cesa  kepada Binas  Kependudukan dan  Pencaiatan  Sipil
Kahupaten Eampar, menggunakan aplikasi eknologl informas:
digital. Peroepatan pencatatan angka  kelahiran dan angka
kematian, temtu akan  berdampak positif dajam percepatan
pembaharuan [wprdutd] data kependudukan pada karu keluarge
sebagail bagian dacl adiministrasi kependudukar.

. Kepaia  Daerah untuk segera  membentuk  UPT Duxcapil di

Ln

Tingkat Kecatnaan .

6. Kepala Daerah dibarapkan untuk mengadakan sarani prasarand
digital alat perskaman yang terachar di keacamatan-kecamatan
secarna Bertahab sehingpn pelayanan dokeapil semakin dekat

dengat masyarakat,

h. Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa
Dinaz Pemberdaysaan dan Masyarakat Desa Kabupaten kampar
direkomendasikan  uwuntuk  tidak lagi  tegjadi  keteriambatan
pencaitan dana desa dan dana lainnya yang harus disalurkan ke

thesn

i. Dinas Kumunika:i, Informetika dan Perszndian
1. Schagai lumbung dan senira informast pemennlah daerah, Dinas
Yomunthasl, Informetilka dae Persandian Rabupaten kKampar
separutnya mempunyal kecukupan sumber dave manusia [SDM)
vang memadal dac mumpLni.
2. Perlunva diinventarisic kembali peralatan penonjang berkenaan

komunikasi, informasi Jdan persandian i Diskoeminfo kabupaten

HKampar,
}- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
1. Secara  umum, tjusan  Kkeparwisataan adalah unipk

kesejahteraan masvarakar. Qleh kuwrenanya, direkomendasikan



kepada Dinas Pariwisata dan Hebudayasn  [Disparbud]
Kabupaten Kampar untuk menggall potensi-potensi pariwisata di
Kabupaten Kampar dalam tiga daya farik wisata vairu dava tank
wigata mjam, dava rarilk wisata budaya dan daya tarik wisata
buatan. Hal tersebut dinng: Jdengan penyusunatl  program
kepariwisataan  vang  memperhatikan  keanekaragaman,
keunikarn, dan kekhasan budava dan alam, serta kebutuhan
manusia untuk beraisata di Kabupsaten katmpar.

2 Disparbud Kabupaten Kampar memberikan pembinaan melelkar
sektor keopariwisataan kepada  Kelompok Sadar Wisata
(Pokdarwes) sebapail bagian derl upaya menumbuhkemnbanpkan
kepariwisatan dan menciprakan sumber dava manusia yang
hurulal bidang kepariwizataan,

3. Menumbuhkembangkan desa wisata di alam pedesaan yeng
menginteprayikan anlara porensi daya tank wasata alam, wisata
hudava, dan wisata hasil bustan muouama dalam satu kawasan
tertentu dengan didukung oleh araksi, akomodas:. dan tasilitas
lainnya sesusnl keanfan lokal masvarakat,

4. Digpartue]  Kabupoten HKampar tetap harus  melakukan
pengawasan dan  pembinaan  terhadap olbiek wisata vang
perpelolaanmya  di luar  pengelolaan  Diaparbud  Kabupaten
Kampar.

5. Disparhud  Kabupaten Kampar tmenyusun pokaok pkran
kebudayvaan daerah sebagai dokumen yang memuat kondisi
Gaklual dann perrwsslaime voang dihadapi dagrah dalan upaya
aemajuan kebudayaan beserta usulan penyelesalannva. Yang
dimaksud dengan  kebudayaan adalah segala sesuaru  yang
berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya Masyarakat.

k. Dinas Perpustakaan dan Keatsipan
1.nnas DPerpustakaan dan kKearsipan Rabupalen Kampar
direlkomendasikan untuk meningkatlean profesionalitaz sumber
daya manusia kepustakaan den kearsipad di Dinas

Ferpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar,



perangkat daerah. Kurangnya koantitas dan kyalitas sumber
dava manusia juga menjadi pertoaslahan di BEFSDM Kabupaten
Rampar Untek tu, BEFSDM  sanpat  perly menvisun
program fregiatan  dalem upava mengalasi permasalahan
kuualitas SDM  aparatur. Dalam  hel ini, BKPSDM  perig
metohangun koordinast dan kerjasama yang terintegrasi dalam
pemingkatan kuahtas SDM  aparatur scbhapai ujung tombak

penyelenegaraan pemennthan daerah.

nepektorat

Inspektorat Kabupaten Kampar memiliki peran penting dalam
perwljudan tugas dan fungal pemhbinaan dan  pengawasan
penvelenggaraan  Femerintahan  Rabupaten HKampar. Oleh
karernanuya, sangat diperlukan peningkatan fungsi pembinaan
dan pengawasan intcinal dan pengaweasan tethadap pelaksanaan
program dan kegiatan Organisasi Perangkat Dacrah [OFD) di
hngkup Pemenntah Kabupaten Kamper, dan mengalokasikan
angaaran vang mencukupi gesuw dengan keteotuan uwntuk
pelaksanaan pendukung urusan pengawasan dengan
penambahan personil Sumber Daya Manusia [Auditor}) vane

terampil melatui usulan formasi CPNS dan PPPK.

A, Dempan laazan jekasi pengawasan pada 21 kecamatan dan 250

desakeluarhan se-Kabupaten Kampar, dipandang perlu untuk
peningkatan danfatau prmenuhan sarana dan pragarana dalam
pelaksataan tugas dan fungsi nspektorat Kabupaten Kampar.
guna terwvujudnes  penyelenggaraan pemerinahan yang batk
mulai tingkar pemerintal desa hingga pemenintah kabupaten,
-Untuk optimalnya bhasil pengawasan, diperiukan peningkatan
kuantitas  dan/atan kualitas  wparatur guna  kefancaran
pelaksanaan  tugas  pengawasan  dengan mendaparkan
pendidikan dan peletihan pengawasan.

Perlunya diberikan bangunan kantor vang lebih representatif
bagi Inspcktorat Kabupaten Kampar sebagai  ponunjsng
pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat yang lebih baik.



n. Badan Kesatuan BEangsa dan Politik
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kKabupalen Kampar sangal
periu diberikan pedung perkantoran yang lebih badk, karena
seduntg yang tligunakan saat ini dinilai sudab tiwdak representatil

II. PANSUS 11 BIDANG KEVANGAN, PAJAK DAN INFRASTRUKTUR

1. KEBLJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Penpelolgan Keuangan Duacrah merupakan kescluruhan  kepiatan
yang meliputi perencanaan, pengangsaran, pelaksanaan, penatausahaan,
poiaporan,  PEriANgRUnjawaban, dan  Pengawasatl keuanpan daetad.
Sebagai Lentuk pelaksanaan pemermtzhan  yvang  profesional  dan
bergrientasi pada kepentingan negnra dan rakvat, maka pengelolaan
kevanpan daerah harus dilakukan secara rertili, efisien, ekonomis, efektif,
transparan dan  bertanggungjawab,  Tentu  sgja semua itu wajib
mernperharikan  rasa  keadian, kepatutan, dan  bermanfaat  bag
maxvarakat.

Pengelolaan keuangan daerah, bukan sehedar tentang mengelola
zejumish wang yang ditargetkan untuk habis dalam jangka wakiu rertentu,
Namun pengelotaan keuangan deerah merupakan rangkaian proses vang
harus dilaksanakan dengan penuh langgungawab datam menjaiankan
amanah periyclenggaraan pemerintah, schingga mendukung lercapainva
visi Kabupaten kampar yang ertuang dalam Peraiuran Daerah Nomor 20
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pamgang TNaervah
[REJPD| vaitu Terwwfudnya Kabupaten Kampar Negerl Berbudoya
Eerdaya Dalom Lingkungan Masgarakat Agomis Yahan 2025,

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kumpar
vang tergambar dalam pelaksanaan APBD merupakan instromen dalam
menjarnin terciptanya disiplin dalwn proses pengambilan keputuisan yang
terkait dengan kebifakan pendapatan ﬁaupun belanja «daerah dan
mengacy  pada  sluran  vang melandasinya  baik  Undang- Undacg,

Peraluran [Pemerintab. Peraturan Menten, Peraturan Daerah maupuan



Keputusan Kepala Daerah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dacrah
Kabupaten Kampar tidak tetlepas dar kebijakan vang ditempuh, haik
duri sini efektivitas pengelolaan pencritnaan perdiapatan vang dijabarkan

meialui APBD dan  realisasinya, maupun diihat dari efisiensi dan
efekiivilas belanja daerah relatui belanja operasi, belanja meodal, belanja

transfer dan helanja tidak terduga.

Weuangan yang dimaksud dalam Iaporan mi adalah mengenai
laporan yang merjabarkan  tentang  kebijakan, arsh  dan realizsasi
Fendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023, AFBD
meripakan  fencand  Heusngan tahunan pemerintah  dasrah  yang
ditetapkan denean perataran daerah. Meskipun pandcem rowvidd 1% telah
berangsur berlaiu dati kehidupan kita, namun bdak dapat dipungkin
bahws pada tahun anggaran 2023, kita masih merasakan vciek davi
pandemi covid terhadap kelancaran pembangunan di Kabupaten Kampar.
Hal i tertunve juga dimsakan oleh seluruh daerah Kabupaten/Kota di
Indonesia. Namun demildan, upaya- upava inovatif dan genius harus
dilakukan apar pemuangunan Kabupaten Kampar dapat terus digesa
untuk l#rcapainya cita-cita hersama.

1.L. Pepdapatan Dastah

Sehagaimana dijelaskan dalam  [HPj Bupasti Kampar Tahun

Anggaran 2023 diketahui bwhwa arah kebijakan Pendapatan Dacrab

pada APBD Petubahan Tahun 2423 yaidu:

A Menpoptimalkan pendapatan asli daerah dar pajak daerah. retribusi
dengan terap berpibak pada kebifakan dengan meminimalkan beban
masyarakat, tidak menghambat ikhm investasi serta periucobiuban
skonotni daerah, termasuk mengoptimalkan pendapatan dani hasil
pengelolaan kekavaen daerah vang dipisahkan dengan melaksanakan
10 (gepuluh] kebijakan;

b Memaksimallan perofehan poerdapakan transfer dengan
nmclaksanakan B {delapan) kebyakan,

c. Mengoptmalkan perolehan lwn-lain pendaparan yang seh melalul
kebijakan: Melakukan keordinasi dengan pemerintah/inatansi terkait



dalam rangln peningkatan penerinmaan atokasi pendapatan Hibah,

Estimusi penerimaan dasrah pada APBTD Perubahan Kabupaten
Kampar Tohun 2023 metpgalami peningkatan dar target APBD Murn
tahun 2020 ¥altu dar Rpd 225 387005 574, ey
Rp2 683478121 713,.- Terjadt penambahan gehezar
Rpl58.090.156.111. Perbandingan target penerimaan daerah pada AFBD
Perubahan Tabun Apggaran 2023 pads Pendapatan Asli Dasrah {PAD)
vang mana schelum perubahan sebesar RpR7R.7IL/RZT 042 . menjadi
Rp277 186 807 367 - arau Trerkurang sekitar 1%, Ponduapaian iransker
vang mana sebelum perubahan sebesar Bpi 244.552.137.932 - menjadi
lep2. 404,191 314 348,- atau meningkat sebesar %

Perrmasalahan utama perubahan pendapatan dasrah diantaranya
terjadi karema potensi sumhber PAD yang annpat terhatas an belum
optinmlngg penpembangan  stratept serta pemetasan potensi PATH masih
belum optimalnya pendatann pemungutan scluruh potensi objek pajai
bumi dan bangunan perdesran dan perkotaan, masih rendahnya tinglkat
kesadaran wajil pajak dalim membayar kewajibannnya dan masih belum
maksimalnya peran BUME dalam memberikan koniabus rerhadap
pendapatan ash daerah,

Menyikapi data wvang kann baca dar LKF  tersebut, kami
menghatapkan kepada Pemerintah Kabupaten Kampar untiuk  dapar
melakukan  terobosan-terobossn  vang  1ebih baik lapi dalam  hal
pemingkatan pendaparan asli daerah, Diperlukan ide-ide kreatil dalam
meningkatkan Fendapatan Asli Dacrah, meskipun tetap berpedoman pada
aturan  petucdanag- undangan  yang  berkka  dan memperhatikan
pembinaar usaha masyarakuat dan peluang investasi di Kabupaten
Kampar. Selab ke depan, kita tentunya tidak selalhy hanya bersandar pada
pendapatan transfer dalam bentuk pendapatan transfer pemermidh pusat
dan pendapatan transfer ardar daeral saja,

1.2. Belanja Deerah |
Rehijakan belamya daerah tahun 2023 diarahkan untuk menduliung

poocapaian target  dengan perencanasn kegietan-kepgiaian o yang



beroricntast pada pencapaian IPM. Kebijakan vang terkait denpan Delanja
dacrah pade tabun 2023 antars lain.

2. Pengalokasian belanja untuk menampung perubashan AFBD pada
pelaksanaan APBD Tahun 2023 vang dilakukan melalui pergeseran
mendahutul perubehan APED Tahun 2023 sebanyak dua kali;

L. Petigelokasian belanja untuk dukunpgan pelaksanaan Oemilukada
Tahun 20¥24 berupa hibah belanja sebesar 402 dan Naskah Perjanjian
Hibah Daerah vang digepaliad untuk KPLU Kabupaten Kampar, dan
Badan Pengawas Pemilu (Bawnaslo) kabupaten Kampar;

¢. Pengelokasian anggaren untuk pemenuhan LDriversal Health Coverge
UHC) Kabtupaten Kampar Tabien 2023

d Pengalokasian anggaran Delanja untuk kegayan yang helum cukup
alLggaran Prioritasnya,
e Rasionahsasi pergeseran belanja pada  kegiatan  yang  tidak

dilaksanakan atau belum priontas;

f Pengelokasian anggaran uniuk penyesuaian belanja yang terjadi karera
perulmhan SILPA.

Pada perubahan belanjs daersh Kabupaten Kampar Tahun 2023
ditcotahui bahwa belanga operasl bertambath scbosar Rpdh 035,271 340,
yang mana kelompok belanja operasi mi digunakan untuk membkbkiayal
Letanja pegawai. barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah hinggn bantiuun
sonial, Belanja modal secara total bertambah sebesar Rpl02.606.605.000, -
, vang mana belanja modal dipunakan untuk menpanggarkan pengeluaran
vang dilatulkan dalam ranopka pengadaan aset tetap dan asel lainnya.
Belanja tak termlupa berkurang scbesar RpdSL1.7B0.2000. Belanja tak
tendnga tahun anggaran 2023 dianggarakan sccara memardar dengan
tnempertimbanghan kemungkinan adanya kebutuhan vang antara lmin
sifatnya tdak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah,
pengeluaran rdaerah Ixinnva vang apalila ditnnda akan menimbulkan
ketugian vang lebih besar Lagi pemerintah dacrah dan/alau masyarakat

serta dmdnat peraturan perundang-undangan,



Permasalahan belania dacrah pada APBD 2033 adalali terbarasnua
percdapatan yang bersumber dari PAD dan egadinys pengurangan dana
perimbangan yalmi dana bagi hasil pajak feumber days alam yang sangat
signifikan  disebabkan oleh pemotongan iclih bayar oleh pemenntah
terhadap dana bag hasil sektor minvak bumi. sedangkan kebuhan belanja
dar tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Kemadian, ditemukan
adanya kesalahan dalam penulisan/irput kode rekening sehinpge perly
adanya revisi/pergeseran kode dalam rangka penyesuaian rekening yang
nerakibat pada pelaksanaan program dan  kegiatan tertunda sampai
ditetapkannya Perda Perubabhan APRD

Menvikapi hal tersebut, pansus L[ mengingatkan agar permasalahan
vang (erjudi karena faktor kesalahan input kode tidak lagi menjacd
masalah  klasik «ar rahun ke tahun, Untuk it perlu adanya
pemberdayaan Sumber Dayva hManusia [5M] yang mamp Dekerfa secara
cetsmat dan berhati-hati sehingga  kesalahan  tersebur  tidak terulang
kembali, bengenai terbatasnya PAD, kami kembuli menysrankan agar
pemerintah danut melakukan upava-upaya  balliong dalam peninpgkatan
PAD. Seban banyak kite lihat daerah di Indonesia vang memadikan PAD
sebagai primadona pendapatan dacrah schingga mampu berkentribua
besar dalam belanga daerah. Kabupaten Kampar merupakan daerah xang
kaya dar potensial, kami yakin bahwa kita dapar mengoptimalkan PAT

dengan potensi yang kita miliki.

2. PAJAK

Fajal daerah dan retnbusi daerah merupakan salah satu sumber
pentlapatan daeralt  yang  pernfing untuk membiayal  pelaksanaan
pemenntahan  doerah.  Untuk meningkatkan  pelavanan  kepada
masyarakat, pemerintah pun memberkan perlisses objek pajak dacrab
dan retribusi daerab, seta membedkan diskresi dalam penetapan tanfya.
Berdasarkan Undatg-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (entung Pajak Daeral
din Retrilus: Daerah, pajakdacrah terbagi menjadi dua jenis, vaitu pajak
provingi dan pajak kabupaten/kota, Pajak kabupaten/kota terdin atas



pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak
penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir,
pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan
perdesaan dan perkotaan (PBB P2), serta bea perolehan hak atas tanah
dan bangunan (BFHTB|.

Adapun retribusi daerah terbagi menjadi tiga golongan, yaitu
retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
Retribusi jasa umum vaitu pungutan atas pelavanan vang disediakan atau
diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan
umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, Retribusi
jasa usaha itu pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah
daerah dengan menganut prinsip komersial, yvang meliputi pelayanan
daerah dengan menggunakan /memanfaatkan kekayvaan daerah yang belum
dimanfaatkan, atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum
disediakan secara memadai oleh swasta,

Termasuk dalam golongan retribusi ini yaitu retribusi jasa usaha
pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir atau pertokoan,
retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus
parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila, retribusi rumah
potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat
rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di airserta retribusi
penjualan produksi usaha daerah.

Sedangkan retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas
pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi
atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas
kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,
prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan
umum dan menjaga kelestarian lingkungan, Termasuk dalam golongan
retribusi ini yaitu retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat
penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin
travek, dan retribusi izin usaha peritkanan.

Sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah pada APBL Tahun



Anggaran 2023, antara lain adalab eengnptimalkan  Pendapatan Asli
Daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daecrah. Pendapatan Daerah
meliputi Pendapatan Asli Daerah, Fendapatan Transfer dan Lain- lam
Mendpaatan vang Sah. Target pendapatan pada tahun 2023 sebesar
Rp.2.805.811.127.562, dan realivasinya mencapai 97%. Realisasi ini
meningkat dibandippkan dart tahan 2022,

Berdagarkan uraisn feniang pendapatan darrah, Pansus I informasi
vang lebih akurat tentang upaya QPD terkait mengatasi permasalahan
vang masih bertumpu pade pgjak daerab. Perlunya sosialisasi yang
herkelanjutan ogleh OPD terkait untuk rueningkarkan pendapatan melalui
pajak daerah. kepigihan para petugas df OPD terkait sangat diperlukan

dalatn hal ind.

3, INFRASTRURTUR

Kabupatcn Karapar sebagai salah satu kebupaten tertua i Riau,
yang semestinya herperan  penting dalam  mendukung  pencapaian
Indonesia Emas Tahun 2045 Salabh saru indikator dan kemajuan suatu
daerah zduluh pembangunan infrestoktur yang meomadai. Visi [ndenesia
majit membulutkan adanya lompatan esar dalam merancang stratepi
pembangunan  nasional, utamanya  untuk memastikan terjadingg
akseicrasi pencapaian Indonecsia mait dengan GDP ke-5 terbesar pada
21045, [¥la mencermati berbagal capatan yang telsh dirath oleh bangssa
Indonesia dalam 5 tehun terakhir ini, sesunggubhnyva kita ielah memiliki
modal awal untube meniyu Indonesia meagy. indikatornya antara lain dapat
dilihet dari mertumbuhan ekonom yang stabil diatas &%, menurunnys
angka pengangguran dan jumlah masyarakat miskin, rendahnya tingkat
wetimpangan berdasarkan indcks Gini Ratio seris baous demografl yang
dimilild Indonesa,

Indonesia reiah memilikr pondesi yang kekoh untuk mencapal cita-
rita Indonesia maju tersebut, sebagai buyah dar masimya pembangunan
infragirukiur di Indonesia dalam
5 tahun tetakhiv, Kikn dapai menyaksikan  beroagal pembangunsan

infrasteuktur yang sudah muolai dirasakan manfsatnya dalam mendorong



bergeraknya ekonomi reginnal. Pembangunan indrastruktur secara massif
dan menyebar ke seluruh wilavah Indonesia ini digagas guna memastkan
terjaminnya ketersediaan infrastruktur agar dapat dapat menjadi lompatan
bag Indonesia untuk menuju ncgara Maju, selcaligus dapat lepas don
perangkap sebagai neparaberkembang saja @lau “middle fncome trap®.

Urgensi  keberlanjutan pembangunan infrastruktur semakin
dirggakan  ditengah meningkat tmamnya persaingan  ekonomi antar
kawasan, karena dengan membangun  indrasiruktur sejatinva  adalah
membangun masa depan zebuah peradaban, lavena dapat berperan
sebagal  stimulus  bergeraknya  beragam  aktivitas  ekoenomi, Melalui
percepatan pembanginan infrastruktur secara lebih merata di seluruh
tanah air, dapat tlercipta  kooeklivitas yang kuat antar wikayah,
menurunkan Mava logistik, memperkeo? ketimpangan, meningkatkan
kualitas hidup masyarakat, geeta memupus keseniangan ckotomi anfar
wilayahh di Indonesia, vanpg pada skhirmye akan bermouara pada
peningkatandayva saing dan  stimulus  pertumbyghan ekonomi guna
Tencapsl Iegara neajy.

Selanju:  pka kida perhankan  agenda  stratepis  mettyonsong
Perternuan 320, Kelompok kega infrastruktur atau Infrastmucture Working
Croup (IWG) yvang sceara spesifik membahas mengenal agenda priorilas
terleait infrastraktur., Nepara angenta G-240 dan organtsast mtemasional
telah mencapai kegepabatan dan berkomitmen amiok  menglpayakat
revitalisasi investasi inlrastrukour dengan cara yang  Derkélanjutan,
inklusif, mudah diakses, dan  terjangkau, terutama  melalai
neningkamanketerhbatan seltor swasta untuk mendukung investas, publik
dan lembaga keuwanpgan internasional. Meogembangkan kebijakan untuk
memobilisas inveatasi infrazirokinr inklusl aniuk menmgkatkan inkiusi
yewial  Jdan  mengatasi  kesenjangan  ancar claerah. Dalam agenda
infrastrukiur, terdapat empat ageonde ulena, Keempat apenda tersebut
adalah sehapgai berikut: |

1. Memngkatkan investasi infrastrukior berkelanjutan dengan

Mmendoronyg partisipasisektor awass



I+

Menekankan peran inlrasirukiur dalam mendorone inklus: sosil dan
mengurang kesernjangan antar dacrah
3. Meningkatkan investasi inlrastrulitur digital dan penggunast

reknologl dalaminiraserukour
4 Mendorong infrastrukrur transformatif pasca COVID-19

Lelain itu perlu jupga kita cermati instrasmokrut digital dan mvestasi
teknolog dalam  infrastrukier yeng  dityjubkean untul  mempersempit
kesenpangan digital, Hal inl disngeap penting, karena infrastruktur digital
mampu menjembatani kesenjangan peoyeadisan layanan yang sigoitikan.
baik dalam hal pendidikan, kesehatan, pekerzan, dan akses tethadap
layanan kellangan.

Pansus Il vakin bahwa kita semua memihld harapan yang sama,
vakni dana vang cukup besar pada APBLD Kabupalen Rwopar 2023
diharapkan tidsk hanya sekedar proses pendapatan dan belanjs semals,
Namun pengenaan dana yang besar tersebut memiliki dampak pada
pertumbuban ekonorm:, kesejahieraan rakyat dan peningkatan berbagai
Agpek lainnya vang bervpihak pada kepentingan daecrah dan masyaraloat.

Pelakganaan pembangunan di Tahun 2023 tenluonya memiiki
dinamika tersendiri di Kabupaten Kampar, mengingat kita mengalami
pergantian Penjabar kepala daerah lebih doan sty kali. Namun kami
vakin bahwa hal 1o tenor ddakiah memudarkan semangat dan tekat
walith  lelap melnksanalan pembangunan schagmmana yvang telah
direncanakar:.

Menteri Roordinasi Bidang Pemmbalgaoanr Manosia dan Eebudaysan
Muhajir Efendi dadam sualu kesempatan pidato ilmiabnya menyampaikan
bahwa Kualitas SDM dan Infrasttukiur Konei Litama Indonesia Tooas
2045, Pembangunan 3DM dan infrastrukour harus berjalan berinnogan. Th
tibk manapun kemajuan infrastrukbur sebuah negara. SDM merupkan
kuncl petnbangunan lehbikh lanut Sementara Pembanpunan SDM o ranga
infrastrulstiur juga tidak berarti apa-apa.

Dalam mewujudkan infrastrukior vang tangguk dan kemanfaalan

vang herkelanjutan dilaktksn sejak penyusnnan perencanaan yang



metabutuhkan berbaga kajian mendalam, seperti analisa daya dukung
lingkunpan, yanyg, salab samnya bersumber dari data dem informasi geologi.
khususnya Geologi Teknik, yang diharapkan dapat membenkan gambaran
kondisi permukaan dan bawsh permukaan, vatu melalui penyajian data
dan informasi morfalegl dan kemiringan lereng. jenis batuan, daya dukung
tatiah, jarak terhadap sesar,, mikrpzonasi, potensi likuilaksi, potenas
lenesor, potensi banjir, sumberdays air laneh, sepa jarak dan alran
sungai. Pembangunan infrastrukte & daerah kita dilakukan melalut
pengaruantamann infrastrukour tangeuh melalul penerapan NSPK [Notnwa,
Standar, FProsedur, dan Knteria,), penerapan SNi (Standar Nasional
Indonesia). Hal-had terscibut kami sadar sangat tehnikal, namun untuk
mengingatkan OPD terkail agatmemperhatikan prinsip-prinsip tersebul

dintas,

Dalatn perjanjian kinera inas PUPK Tahur 2025 seticaknya adz tiga
sozaran siralegis vakni meningkatkan kualitas infrastralaur, meningkatkan
wararia dan prasarana pemerintah danpeinanfaatan lahan sesual dengan
reneana lata ruang. Pada tahun 2023, angzsran untuk Dinas PUPR
mencapai Kp315.31(1.395.545,-. Permasalahan yang menjadi kendala Dinas
PUFR dalammenjalankan prograse anlara lain terbatasnya anggaran
infrastuktur dibandingkan banyvaknyacakupan wilayab kesa. behum
lengkannva dawa dan infurmasi tuta roang wikayah, terbatasnyaforum-forum
digkusi, geminar, ‘-'l’r;lrkﬂhu]:r lerntang pengadaan tanah oleh pemerintah
dacrah, banyaknya jumlah alal berat vang sudah bidak jayak jalan dan
kurangnya sumber dava manusia, Menyikapi hal ind pansus 1l
menyampaikan bahwa Kabupaten Kampar memang merupakan daerah
vang sangat luas, yang terdiri dar 271 Kecamatan dengan segala pecsoalan
pernbanaunan di dalamnya, Kondisi anggaran kita memang tidak sepenuhnya
MAMPLU MONyerapaspiras masyarakat, 1ML leniunya kit

SEMLA dapat melaksanakannyadenganmemperhatikan hal-hal yang
priorilas. Mengenai persnalan tata rmuang, dipnr]ukan adanyaiangiah-langkanh
gtratepia oleh dinas terkait yvang dapat dibahas bersama sehingga
permasalahan



ini tidak heriatur-larat.

I'ada Tahun 2023 Minas Perkim memiliki tiga sasaran stralegis dan
enam propram. Permasalaban yang dihadapi pada bidang urusan ion
antara lait terbatasnya dana bedah rumah, masih banyaknya pemukiman
kumuh vang belum legangkau. ansus || memgetahuil bahwa Dinas
Ferkim  telah mensusun  solust untuk mcnyelesaikan permasalahan,
sebagaimana juga dilakukan oleby OFD Jainnya. Nataun disarankan Dinas
ini dapac menvusun solusi vang lebih konkrit dan detail sehingga dapat
mevakinkar kila semua bahwa permasalahan yvang Jdihadam dapel
diselesaikan dengan cara yang tepat

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan infrastruktur  di
Kabupulen Kampar masih perlu ditingkatkan, Koordinasi dan komumnilasi
dengan berbapgail  pihak perlu ditingkatkon,  karena pernasalahan
nfrastukier vang ada tigdak hanva menjad; kewenangan pemermtah
daerabh semaln

Perlu jupa diperhatikan bersama. apakah pembangunan mfrastruktur
vang dilakukan oleh OPT lan dan tnfrastrukior yang dibanpun melahl
dana desa apakah Pemerintah Kabupaten Kampar memiliki inekanisme
penpendalian  dan  penpawasan  sehingpa  tedinlegrasi  dalam  ranglka
pencapaian perioritag dan sasaran pembanpunan nasional, Proviesi Riau
tian Kabupaten Kampar. Seandainya hal ine tidak dilakukan maka alokas
dana yang sAangat besar uatuk pembangunan infrastrukiur bdak skat
rerlerikan dampak vang sienifikan dan berkelanjutan kepada lkemaruan
Kabunaten Komoar itu sendin

Oieh karena itw. Lerkail dengan capeian bidang infrastruktur yang
bBelum Luntas, kami meminta informasi dan penjelasan yang letab Tajul.
Meskipun kami agat ind sudab Ierada d1 penpujung masa peneabdian,
namun seridaknya mfprmas yang dilimpurn dapae mergadi masukan pada

anggota DPRD Kampar masa bakt berikutnya.



Bertitik tolak dari paparan diatas melalui Pimpinan DPED Kabupaten

Kampar Pansus Il merekomendasikan sebagai berikut :

3

Tad

Perlu upaya vang lebih inovatif dalam meningkatkan pendapatan
daerah dengan mengoptimalkan penggalian potensi pajak daerah dan
retribusi.

Rekapitulasi solusi konkrit beserta lampiran bukti dokumentasi dan
upaya OPD dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

. Perlu peningkatan koordinasi dan komunikasi antara OPD dan dengan

pihak terkait lainnya dalam mendukung terwujudnya sasaran strategis
dalam setiap urusan pemerintahan, khususnya infrastuktur.

Pada penyusunan ini kami sarankan agar dicantumkan rekapitulasi
yang sesuai antara narasi yang dijelaskan pada sub bagian capaian
kinerja (vang tercantum pada halaman 79 sampai halaman 179)
denpgan data pada lampiran yang berisi farget dan realisasi (vang
tercantum pada halama 180 sampai 282) LKPj ini, sehingga
memudahkan pansus dalam melakukan crosscheck.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 13 Mei 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
EKABUPATEN KAMPAR



